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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR: ©002.0\:01 Z75/2024
TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA SMA PGRI SENDANA MENJADI SMAN 1
TAMMERODO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA DINAS

Menimbang :a. Bahwa dengan berubahnya nama SMA PGRI menjadi Sekolah
Mcnengah Atas (SMA) Negeri 1 Tammerodo di Kabupaten Majene
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Ajaran 2021 .

b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sckolah perlu dibentuk
Badan Pengelola Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammerodo
maka perlu ditctapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas
Perpres nomeor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas
Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan ;

6. Pcraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
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7. Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018, tentang Standar Pelnynnan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Dacraly Provinsl Sulawenl Darat Nomor 6 Tahun 2009

lentang  Urusan  Pemerininhan  yang  Menjadi  Kewennngan
Pemerintalh Daemh Provinal Sulawesi Darat, (Lembaran Daerah
Provinsl Sulawesi Darat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan

Lembamn Daerah Provinsi Sulawesl Barnt Nomor 39);

9. Peraturan Daemh Provinsi Sulawesi Barnt Nomor Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh  Provinsi
Sulnwesi Barat Tahun Anggaran 2021

Surat Rekomendasi dari Kepala Sckolah tentang permohonan
Perubahan nama dari SMA PGRI Sendana menjadi SMM{ l
Tammerodo Kecematan Tammerodo kabupaten Majene Provinsi

Sulawesi Barat
MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA
SMA PGRI SENDANA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 TAMMERODO KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN
MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT,

: Memberikan Persetujuan Perubahan nama SMA PGRI Sekolah
Menengah Atas Negeri ( SMAN ) 1 Tammerodo Kecamatan
Tammerodo Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

: Sekolah  tersebut  dianggap layak untuk melaksanakan
pengembangan di Bidang Pendidikan Menengah Atas Lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

: Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah sersebut
berasal dari pemerintah dan sumber lain yang relevan dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

:SMAN 1 Tammerodo Kabupaten Majene wajib menaati segala
peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Atas.

:Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan , dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 23 Agustus 2021

NIP : 19710213 199603 1 002

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta

2. Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta

4, Ifjen Kemdikbud di Jakarta;

5. Direktorat Jenderal Disdasmen di Jakarta;

6. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta

7. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tammerodo
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 002.01.C1 /776 / 202

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN USB SMAN 1 TAMMERODO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA DINAS

Mcnimbang  : a. Bahwa dengan didirikannya Sckolah Menengah Atas (SMA) Negeri
1 Tammerodo di Kabupatcn Majecne olch Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Ajaran 2021 .
b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sckolah perlu dibentuk
Badan Pengclola Sckolah Mcnengah Atas Negeri 1 Tammerodo
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Mas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesin Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintal, perubahan atas
Perpres nomor 4 tabun 2015 tentang perubahan ke empat atas
Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barnng/Jasa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelnyanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178).

(5.1

Peraturnn Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nastonnl Pendidikan ;

6. Peraturan Menterd Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 Aentang pedomnn Pendirion, Perubohan dan Penutupan
Satunn Pendidikan Dasar dan Menengaly;
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7. Perntnran Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018, tentang Standar Pelayannn Minimal Pendldikan;

8, Teraturan Daerah Provinsl Sulawesl Darat Nomor 6 Tnhun 2009
tentang. Urasan Pemerintaban  yong Menjadi - Kewenangan
Pemerintah Daernh Provinal Sulawesi Darat, (Lembaran Daerah
Provinsl Sulawesl Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembarn Daerah Provinsl Sulaweai Darat Nomor 39);

9. Pernturan Dacrah Provinsi Sulawesi Harat Nomor Tahun 2020
tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Talun Anggaran 2021

MEMUTUBKAN

Menctapkan @ KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG  1ZIN PENDIRIAN /[
PENYELENGGARAAN USB SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TAMMERODO KECAMATAN TAMMERODO KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT,

KESATU : Memberikan Persctujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah
Mecnengah Atas Negeri ( SMAN ) 1 Tammerodo Kecamatan
Tammerodo Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA : Sekolah  tersebut dianggap layak untuk melaksanakan
pengembangan di Bidang Pendidikan Menengah Atas Lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah sersebut
berasal dari pemerintah dan sumber lain yang relevan dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

KEEMPAT :SMAN 1 Tammerodo Kabupaten Majene wajib menaati segala
peraturan yang berlaku terkait dengan penyclenggaraan Sekolah
Menengah Atas.

KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku scjak ditetapkan , dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 23 Agustus 2021

Eé X3 '2‘9 fran Darma Dirawan, ST, M.EMD
Paig 7 Pembina Utama Madyn

NIP : 19710213 199603 1 002

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di dakarta

. Gubernur Sulawesi Barat (Sebagal Laporan) di Mamuju;
3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta

. Irjen Kemdikbud di Jnkartn;

. Direktorat Jenderal Disdasmen di Jakarin;

. Dircktorat Pembinann SMA di Jaknrta

. Kepala Sckolah Menengah Alns Negeri 1 Tammerodo
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